PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
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4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
FPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Megara Momor 36857;

L Undang-undang MNomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Megara Momor 36867

&. Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (Lembaran Hegara  Tahun
1297 Momor 54, Tambahan Lembaran Megara Momor
5691 ):

Fookeputusan Menteri Dalam Megeri Momor 84 Tahun
129%  tentang Bentuk Paeraturan Daerah dan

Faeraturan Daerah Perubahan -

8. Keputusan Menteri Oalam Megeri Momor 170 Tahun

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di

Bidang Pajak Daerah:

Y. Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 173 Tahun
1997  tentang Tata Cara Pemerilksaan dibidang

Pajak Daerah.

10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Patli Momor 3 Tahun 1989 tentang Penyvidik
Fegawail Negeri Sipil Jdi Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Dasrah Tingkat T1 Pati.

Dengan  Persetujvan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat IT Pati.
ME MUT LS K &M

Menetapkan * PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAM.
BARB I ""ig“uu



BaB I
RETEMTUSKN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan =

a.

b

L

4]

Dagrah adalah  RKabupaten Dasrah Tingkat II
Fati

Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pati :

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala

Dasrah Tingkat II Pati
Dinas Pendapatan Dasrah adalah Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Fati

Pajak Hotel dan Restoran vyang selanjutnya
disebut  Pajak adalah Pungutan Daerah atas
Pelayanan Hotel dan Restoran

Hotel adalabh  bangunan vang khusus disediakan

bagl  orang untuk dapat menginap/istirahat,

memperoleh pelavanan, dan  atau fasilitas
lainnyva dengan dipungut bavaran, termasuk

bangunan lainnva vang manvaty, dikelola dan
dimiliki  oleh pihak vang sama, kecuali untuk

pertokoean dan perkantoran

Restaran atau rumah  makan adalah  tempat
mervantap makanan  dan  atau minuman wvang
disedikan dengan  dipungut  bavaran, tidak

termasuk usaha jasa boga atauy katering :
Fengusaha Hotel dan Restoran adalah DERPOFANgan
atau  badan yang menyelenagarakan usaha Hotel
dan  Restoran untuk dan atas namanyva sendiri
dan  atau untuk dan atas nama Pihak lain WA
manjadi tanggungannya

Jurat Pembaritahuan Pajak Dasrah WENg
salanjutnya  disebut SPTRD adalah surat YE N
digunakan oleh wajib pajak untuk malaparkan
perhitungan dan pembavaran pajak YanNg

taerutang menurut Peraturan Paerundang~undangan

j. Surat 4

Perpajakan 3
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Surat  Setoran Pajak Daerab wvang selanjutnva
disingkat SSPD, adalah surat vang digunakan
oleh Wajib pajak untuk melakukan pembavaran
atau psnyvetoran Pajak wvang terutang ke Kas
Dasrah  atauw ketempat lain wang ditetapakan
oleh Bupati Kepala Daerah
Surat Ketetapan Pajak Dasrah vang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Surat  Keputusan  wang
mensntukan besnarnya Jumlah pajak W& NG
terutang
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bawvar wvang
selanjutnya  disingkat SKPOKE  adalah Surat
Keputusan  wang  mensntukan  besarnya Jumlah
pajak  wang  terutang, Jumlah  kredit pajak,
Jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak,
besarnya  sanksl administrasi odan jumlah  wang
masih harus dibavar g
Surat  Ketetapan Pajak Daerah  Kurang Bavar
Tambaharn wvang selanjutnva disinagkat SKPDEBRT
adalah Surat Keputusan WA G menentukan
tambahan atas jumlah pajak vang ditetapkan 3
Surat Ketetapan Pajak Dasrah Lebih Bavar wvang
selanjutnva disingkat SKEPDLE  adalah Surat
Keputusan  wang menentukan  Jumlah kelebkihan
pembayaran  pajak karena jumlah  kredit pajak
lebih besar dari pajsesk wvang terutang atau
tidak seharusnya terutang g
Surat Ketetapan Pajask Dasrah Mihil :Aale
selanjutnya disinakat SEPDHN  adalah Surat
Keputusan  vang menentukan jumlah pajak wvang
terutang  sama besarnva dengan  kredit pajak,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak 3
Surat Tagihan Pajak Daerah wvang sselanjutnva
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau zanksi administrasi berupa
bunga dan atau dends.
FPejabat adalah Pejabat wang ditunjuk oleh
Bupati Kepalsa Daerah Tingkat II Pati.

BB 1T A{



BaR 11
MaMa, OBYEK DaMN SUBYEK Palak

Fasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut

pajak  atas setiap pelavanan odi  hotel dan

restoran.

Obwek Pajak adalah setiap pelavanan  wvang
disediakan dengan pembavaran Jdi hotel dan

restoran.

Obwvek  Pajak sebagaimana dimaksud pada avat
(2) Pasal ini meliputi :
a. Tasilitas penginapan atau fasilitas

tinggal Jangka pendek antars lain gubulk

pot i

pariwisata (cottage), motel, wisma pari-

wisata, pesangdgrahan (hostel), losmen dan
rumah penginapan termasuk rumah kos dengan
jumlah kamar 1% atau lebih vang menyedia-

kan fasilitas seperti rumah penginapan

b. pelavanan penunjang antara lain telapon,
faximil, telek, fotocopy, pelavanan  cuci
setrika, taksi dan pengangkutan lainnya,

vang dissediakan atau dikelola hotel %

c. fasilitas oleh raga dan  hiburan anntara
lain Pusat Kebugaran (fitnes center)
kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub,
diskotik, wvang disediakan atau dikelola
hotel

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan

acara atau pertemuan di hotel

. Penjualan . dy



e. penjualan makanan dan atau minuman Jdi tempat

vang disertal dengan fasilitas penvantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obvek Pajak adalah =
a. penyewaan rumah  atau  kamar, apartemen dan
fasilitas tempat tinggal lainnya vang  tidak

marvaty dengan hotel

b. asrama dan pesantren

o. Fazilitas olah raga dan hiburan vang disedia-
kan di hotel wvang dipergunakan oleh bukan tamu

hotel dengan pembavaran

od. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon  wang

dipakai oleh umum di hotel 3

e. pelayvanan perjalanan wisata wang dizelenggara-
kan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh
umum

. pelayanan usaha jasa boga/katering 2

g. pelavanan wvang disediakan oleh restoran atau
rumah  makan vang peredarannva tidak melebihi

batas yang ditetapkan oleh Bupati Kepala

Dasrah.

FPazal 4
(1) Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah arang
pribadi atau badan vang melakukan pembavaran

atas pelavanan hotel dan atau restoran.

Waiib Fajak Hotel dan Restoran adalah

—
7
L

pengusaha hotel dan atau restoran.

BAE 111 Aj )



Bal 11X
DASAR PENGEMAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah Jumlah pembavaran

vang dilakukan kepada hotel danfatau restoran.

Pazgl &

Tarip pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

BB IV
WILAYAH PEMUNGUT AN
DaM TATA CARA PEMGHITUNGAM PAJak

Rasal 7

(1) Pajak wvang terutang dipungut  di Wilavah

Daerah.

(2) Besarnva pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & Peraturan Daerah ini dengan  dasar
pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal &

Feraturan Daerah ini.

Bol v
MASA PAJAK, SAAT PaJak TERUTANG, DAM
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Fasal 8

Masa  Pajak adalah jangka waktu vang  lamanva 1

isatu) bulan takwim.
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e fpabila meng s SRTRD tidak

dipanuhi wang  terutang Jdihitung

dan  dikenakan sanksi

acdministr

berupa kenaikan sebesar 25 %

fodua pulub lima perszen) dari pokok pajak

A3 tambah

ksl administrasi berupa  bunga

Foow

2 % (dua pars

) sebulan  Jdihitung

dari pajak  wang  kurang  atauw  terlambat

dibavar untuk Jangka wakbtu paling lama 24

i

(odua pulub empat) bulan dihitung sejak

saat t

utangrva paldak.

(47 SKPDKBT =

huruf b Pa

ragaimana dimaksud pada  avat (2]
1 ind diterbitkan apabila Jditemu-
kan  data baru atau data veang samula  belum
terungkap vang menvebabkan penambahan jumlah
pajak  wang terutang, akan dikenakan sanksi

administrasi berupa kenalkan sebesar 100 %

atus per

dairi jumlah kekurangan pajak

teraeut.

(5) SEPDN ssbagaiman dimaksud pada avat (23 huruf
o Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak
vang  terutang  sama besarnva  dengan Jumlah
hredit pajak atau pajak tidak teruvtang dan
tidak ada kredit pajak.

(&0 apabila  kewaiiban membavar pajak  terutang
dalam SKPDEE dan SEPOEBET sebagaimana dimaksud
pada avat (21 Pasal ini huref a dan b tidak
atau tidak sepenuhnya dibavar dalam  Jangka
waktu  wang telah ditentukan, ditagih  dengan
menarbhitkan STPD ditambah dengan sanksi
acdministrasi  berupa bunga 2 % (dua persen)

sebulan.

A
e
" .

Panambahan Jumlah pajak sebagaimana  dimaksud
pada avat (41 tidak dikenakan apabila Wajib
Fajak melaporkan sendiri  sebslom  dilakukan

tindakan pemeriksaan.






{4) Bupati kepala Daerah dapat memberikan
persetujuan kepada Wajiib Fajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktuy Wang
ditentuklan setelah memenuhi persyaratan vang
ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % {dua
persen) sebulan dari jumlah pajak vang belum
atau kurang dibavar.

(5) Persyvaratan untuk dapat mengangsur  dan
menunda pembavaran serta tata cara pembavaran
angsuran  dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada avat (2) dan avat (4) Pasal ini ditetap—

kan oleh Bupati Kepsla Daerah.

- Pasal 15

(1) Setiap pembavaran pajak sebagaimana  Jdimaksud
dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan
tanda bukti pembavaran dan dicatat dalam buku

penerimaan.

5
w3
i

.

Bentuk, Jenis, isi, ukuran tanda bukti e -
bavaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) Pasal ini, ditetapkan

aleh Bupati Kepals Daerah.

Bl WITE
TaTa CARe PEMAGTHAM Padok

Pasal 146

(1Y Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain vang sejenis sebagal awal tindakan

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7

(tujuh) hari saat jatuh tempo pembayar-—

ar.,
(2) Dalam Jangka waktuy 7 (tujuh) hari setelah
tanggal  Sursat Teguran atau Surat Paringatan

atau  surat lain vang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak vang terutang.

(3) Surat o iy



~ 1E =

{3) surat Teguran, Surat Peringatan atay surat
lain vang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Fajabat .

Fasal 17

(1) Apabila jumlah pajak vang mazih harus dibavar
tidak dilunasi dalam Jangka waktu sabagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat

FPeringatan atau surat lain vang sejenis

\,’t

oty

jumlah  pajak wvang harus dibawvar ditagih

dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat FPaksa BoEra
setelah lewat 21 (dua puluh satul hari ajak
tangagal  Surat Teguran atay Surat Peringata

atau surat lain vang sejenis.,
Fasal 18

Apabils  pajak vang harus dibavar tidak dilunasi

dalam  Jangka waktu 7 w» 74 Jam

sudah  tanggal
pemberitahuan  Surat Paksa, Pejabat segera me-

nerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penvitaan.
RPasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum

Juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10
L [

sepuluh) hari sejak tangaal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penvitsan, Pejabat mergsdu-
kan parmintaan penetapan  tanggal pelaelangan

kepada Kantor Lelang Megara.

Setelah Kantor Lelang Megara menetapkan  hari

tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru

Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis

Fasal «_”ﬁ5~.n

kepada Wajib Pajak.
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Pasal 21

Bentuk, Jjenis dan isi formulir vang dipergunakan
Utk pelaksanaan penaglhan pajak daserah

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BaB Ix
PEMGURANGAMN, KERIMGAMAN DA
PEMBEBASAM PATAK

Pasal 2%

(1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohanan

Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan pajak.

{(2) Tatacara pemberian paenguransgan,  keringanan
dan  pembebasan pajak sebagainana  dimaksud
pada  ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh

Bupati Kepala Dasrah.

BaR X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAM DAN PENGHAPUSAN ATAU
PEMGURAMNGAM SANKST ADMINISTRAST

Pasal 23

(1) Bupati Kepala Daerah karena Jabatan atau atas
parmohonan Wajib Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKE atau SKPDKBT

atau STRD WA g dalam penerbitannva

terdapat kKesalahan tulis, kesalahan hitung

dan atanu kekeliruan dalam penerapan
peraturan  perundang-undangan paerpajakan

daerah

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan

pajak vang tidak benar.

C.oomengurangkan M"u’ﬁpu



(23

(4]

(1)

- 15 =

oL mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa  bunga, denda dan
kenaikan pajak wang terutang dalam  hal
sanksi tersebut dikenakan karsna
kekhilatan Wajib Pajak atau bukan  karena

kemalahannya.

Fermohonan pembetulan, pembatalan pendgurangan

cetetapan  dan penghapusan  atau pengurangan
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDRE,

SKPOKBT  dan STRD sebagaimana  dimaksud pada
avat (1) Pasal ini harus disampalikan secara
tertulis  oleh Waiib Pajak kepads Bupati
Kepala Dasrah atau Pejabat selambat-lambatnya
A0 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SEPD, SERPDEE, SKEPOEBRT atau STPD dengan mem-

berikan alasan vang Jjelas,

Fupati Kepala Dasrah atau Pejabat paling lama
A {tiga) bulan ameialk surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal ini

diterima sudah harus memberikan keputusan.

fpabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud pada avat (&) Pasal  ini
Fupati Hepala Dasrah  atau  Pejabat tidak

mambarikan kKeputusan, permohonan  pembatulan,

pembatalan, DENSUr ATgan ketetapan dan
penghapusan atan pEng U angan sanksi

administraasl dianggap dikabulkan.

FeE XTI
KEBERATAM DAMN BAMDING

FPasal 24

Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan  hanva
kepada Bupatl Kepala Dasrah atau Pejabat atau
suatu o

. SKEPRD

b. SKPOKB ....JH. ..



(4)

b SKPOKB 3
c. SKPORBT
. SKPOLEB;

&, SKRPDM;

5

Fermohonan  kebesratan  sebagaimana dimaksud
pada avat (1) Pasal ini harus disampaikan
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,
SKPDKE,  SKPDRET. SKPDLE dan  SKEPDM diterima
oleh Wajiib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karaena keadaan diluar

kekuasaan.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan

tanggal  surat  permohonan kabaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini

Aiterima, sudah memberikan Keputusan.

fpabila  setelah lewat waktu 12 (dua balas)
hulan sebagaimana dimaksud pada avat (3}
Pasal  ini Bupati Kepala Dasrah atau Pejabat
tidak mamberlkan keputusan, permohonan

keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini tidak menunda Kewaliban

mambavar pajak.

Pasal 25
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada
Badan Penvelesaian Sengketa Paljak dalam

Fangka waktu 5 {tiga) bulan setelah

diterimanva keputusan keberatan.

{273 Pengajuan .ﬁ;
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BEal KITX
KEDALUWARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedalu-

warsa setelah melampaui jangka waktu 5 {1ima)
tahun terhitung seijak saat terutangnyva pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah.

redal uwarsa panagihan pajak sabagaimana
dimaksud pada avat (1) Pasal ini tertangguh

apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakza
atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak

bailk langsung maupun tidak langsung.

Bam X1y
KETENTUAN PIDAMNA

Pasal 320

Wajib Pajak vang karena kealpaannyva  tidak
menyampaikan SPTRPO atau mengisi daengan  tidak
benar  atau  tidak lengkap atau melampirkan
kKeterangan vang tidak benar sehingga merugi-
kan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
pidana  kKurungan paling lama 1 {matu)  tahun
dan  atau  denda paling banvak 2 (dual) kali

jumlah pajak wvang taerutang.

Waiib Pajak wang dengan sengaija tidak

menyampalkan SPTPD atau mengisi dengan  tidak

banar atau tidak lengkap atau melampirkan

keterangan yang tidak benar sehingga merugl -

kan keuvangan daerah dapat dipidana dengan
1

pidana penjara paling lama 2 (d al tahun dan

atau denda paling banvak 4 (empat) kali

Jumlah pajak wvang terutang.



il

RFasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
Peraturan Dasrabh  ini  tidak dituntut setelah
melampauil  Jangka wakty 10 {sepuluh) tahun sajak
sa8at  terhutangnyva pajak atau berakhirnva  Masa

Fajak.

BB ®y
FERY TOT KM
Paszal 32

(1) Pejabat Pegawai Megeri Sipil tertentu di

lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

sebagail Penvidik untuk maelakukan
penyidik tindak pidana oi bidang perpajakan
daerah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

RPidana.

&R
a3
o

Wewsnang penyidik sebagaimana dimaksud pada

avat (1) Pasal ini adalah :

a. Mensrima, mencari , mangumpulkarn, dan
meneliti keterangan atau laporan berkenan
dengan  tindak pidana dibidang perpajakan
dasrah agar  keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas o

b, Meneliti, mencari, dan mengumpulkan
keterangan mengenai orang  pribadi atau
badan tentang kebenaran rerbutan WE Y
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana

perpajakan dasrah tersebut 3

c. Meminta  keterangan dan  bahan bukti dari
arang pribadi atau badan sahubungan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah

d. Memeriksa N”]ﬂ‘~~
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o).

34

it

Sde
H

Memariksa  buku-buku, catatan~catatan dan
dokumen-dakumen lain berkenaan dengan

tindak pidana dibidang perpajakan dagrah
Melakukan penggledahan untuk mandapatkan
bahan  bukti pembukuan, pencatatan dan
dokuman-dokumen lain, serta malakukan

penyitaan terhadap bahan bukti tersebut 8

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
palaksanaan tugas penyvidikan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah o

Memyuruh berhenti, melarang SESSRGrany
meninggalkan  ruangan  atau tempat saat
paemeriksasan sedang barlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibaws  sebagaimana  dimaksud pada

nuruf e g

Memotret seseorang vang berkaitan derngan

tindak pidana perpajakan daerah 5

Memanggil orang untuk didengar keterangan-—

nya dan diperiksa sebagai tarsangka  atau

11
o3
x
i
i g
w3

Menghentikan penyidikan
Melakukan tindakan lain vang perlu  untuk
kelancaran paenvidikan tindalk pidana

dibidang perpajakan daerah menurut hulkum

vang dapat dipsrtanggungiawabkan.

(3) Penyidik u«kjaknm



(%) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal ini memberitahukan dimulainya pary Lol
kan dan menyampaikan hasil paenyvidikannya
kepada Penuntut Umum sesual dengan  ketentuan
vang diatur dalam Undang~undang Nomor 8 Tahun

19Rl tentang Hukum Acara Pidana.

Bak KV I
KETEMTUAM LAalM-LAlM

FPrasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh

Bupati Kepala Daerabh.

BaR KYII
KETEMTUASMN PENUTUR

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan pasrah ini maka
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pati
omor 19/0PRD/1L960 tentang Mengadakan dan Menarik
Paijak Pembangunan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Dasrah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ﬁ



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat ITI Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 16 Maret 1998

TINGKAT IT

BURATT TKERALA DAERAH
#y O

Diundengkan dalom Lemboron Doerah Kebupaten
Daersh Tingkat II Poti pada tanggal 8
Oktober 1998 Homor 17 Serxi A No. 3
BUPATI KEP/LA DAER/H TINGK:T II PATI
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